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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan perluasan kesempatan kerja bagi 

tenaga kerja lokal di Kabupaten Bekasi, disimpulkan Berdasarkan pembahasan 

masing-masing kriteria evaluasi kebijakan perluasan kesempatan kerja bagi 

tenaga kerja lokal di Kabupaten Bekasi sesuai dengan teori evaluasi kebijakan 

William Dunn: 

1. Efektivitas 

Kebijakan perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Bekasi belum 

menunjukkan efektivitas yang optimal. Meskipun bertujuan untuk mengurangi 

pengangguran dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal, kurangnya 

sosialisasi, ketidakpatuhan perusahaan terhadap regulasi, serta pengawasan yang 

lemah telah menghambat pencapaian tujuan tersebut. Agar kebijakan ini efektif, 

diperlukan upaya yang lebih intensif dalam sosialisasi dan pengawasan, serta 

kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah dan perusahaan. 

2. Efisiensi 

Dalam hal efisiensi, penggunaan sumber daya untuk program pelatihan masih 

belum maksimal. Partisipasi masyarakat yang rendah dalam program yang 

disediakan menunjukkan bahwa informasi yang disebarluaskan tidak 

menjangkau target yang tepat. Keterbatasan dalam kolaborasi antara pemerintah 

dan perusahaan juga menjadi penghalang. Untuk mencapai efisiensi yang lebih 

baik, perlu ada perbaikan dalam strategi komunikasi dan penyebaran informasi 

mengenai program pelatihan yang ada. 

3. Kecukupan 

Kecukupan kebijakan ini belum memenuhi kebutuhan tenaga kerja lokal, 

terutama di tengah tingginya tingkat pengangguran. Meskipun terdapat regulasi 

yang mengatur penyerapan tenaga kerja lokal, implementasi di lapangan masih 
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lemah dan kurang mendukung. Upaya untuk menyediakan informasi pelatihan 

yang relevan dan meningkatkan kemampuan tenaga kerja lokal sangat 

dibutuhkan untuk memperbaiki situasi ini. 

4. Perataan 

Dari segi perataan, masih terdapat ketidakadilan dalam distribusi kesempatan 

kerja, terutama karena banyak perusahaan tidak mengikuti regulasi yang ada. 

Kesulitan dalam memastikan penyerapan tenaga kerja lokal secara langsung dan 

adanya persyaratan yang tinggi dalam rekrutmen menjadi tantangan utama. 

Untuk mencapai perataan kesempatan kerja yang lebih adil, perlu ada regulasi 

yang lebih jelas dan praktik rekrutmen yang lebih transparan. 

5. Responsivitas 

Responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat belum optimal. Masyarakat 

kesulitan untuk memberikan masukan dan keluhan, sementara mekanisme 

pengaduan yang ada belum efektif. Meskipun ada niat dari pemerintah untuk 

mendengar masukan, implementasi nyata masih kurang. Diperlukan saluran 

komunikasi yang lebih baik antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat agar 

umpan balik dapat diterima dan ditindaklanjuti secara cepat. 

6. Ketepatan 

Ketepatan dalam pencapaian tujuan kebijakan belum tercapai sepenuhnya, 

dengan ketidaksesuaian antara sasaran yang ditetapkan dan realitas di lapangan. 

Meskipun kebijakan telah dirancang untuk meningkatkan akses kerja, tantangan 

dalam implementasi, kurangnya sosialisasi, dan pedoman yang jelas untuk 

perusahaan membuat kebijakan ini belum berjalan efektif. Penyesuaian terhadap 

sasaran dan penguatan pelaksanaan kebijakan di lapangan sangat diperlukan. 

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun ada 

potensi signifikan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal di 

Kabupaten Bekasi, kendala yang teridentifikasi perlu segera diatasi agar 

kebijakan perluasan kesempatan kerja dapat berjalan efektif. Membangun 

kerjasama yang lebih baik antara pemerintah dan sektor swasta merupakan 
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langkah krusial untuk menciptakan sinergi dan merumuskan strategi yang lebih 

efektif. Peningkatan komunikasi dengan masyarakat juga penting untuk 

memastikan informasi mengenai kebijakan tersampaikan dengan jelas, 

mendorong partisipasi aktif, dan meningkatkan kesadaran tentang program yang 

ada. Dengan mengatasi kendala seperti kurangnya sosialisasi dan minimnya 

pengawasan, serta mengakomodasi umpan balik masyarakat, diharapkan 

kebijakan ini dapat memenuhi harapan masyarakat dan menciptakan lebih 

banyak peluang kerja sesuai kebutuhan tenaga kerja lokal. 

 
B. Saran 

Berdasarkan analisis dari data dan informasi yang terkumpul mengenai 

kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja di Kabupaten Bekasi, terdapat beberapa 

saran penting yang dapat diusulkan untuk meningkatkan efektivitas dan dampak 

dari kebijakan ini: 

1. Perluasan sosialisasi dan komunikasi mengenai kebijakan Peraturan Bupati 

No.9 Tahun 2019 harus ditingkatkan. Meskipun kebijakan ini bertujuan 

untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal, hasil 

wawancara menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum 

memahami keberadaan dan isi dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, 

pemerintah daerah perlu merancang program sosialisasi yang lebih efektif, 

termasuk pemanfaatan berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial, 

radio lokal, dan pertemuan komunitas, untuk memastikan bahwa informasi 

mengenai peluang kerja dan kebijakan yang ada dapat diakses oleh seluruh 

lapisan masyarakat. 

2.  Penguatan mekanisme pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang 

beroperasi di Kabupaten Bekasi menjadi sangat krusial. Hal ini bertujuan 

untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan yang ada dan 

memberikan prioritas kepada tenaga kerja lokal. Pemerintah perlu 

membentuk tim pengawas yang terdiri dari perwakilan masyarakat dan 
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pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan evaluasi berkala terkait 

pelaksanaan kebijakan di lapangan. 

3. Peningkatan kualitas pelatihan dan keterampilan yang sesuai dengan 

kebutuhan industri juga perlu diperhatikan. Pelatihan yang diselenggarakan 

oleh Dinas Ketenagakerjaan harus lebih terfokus pada keterampilan yang 

dibutuhkan oleh pasar kerja saat ini. Dalam hal ini, kolaborasi dengan sektor 

swasta untuk menyediakan pelatihan yang relevan dapat membantu 

memastikan bahwa tenaga kerja lokal siap bersaing. 

4. Pemerintah juga harus mempertimbangkan penetapan regulasi yang jelas 

mengenai persentase tenaga kerja lokal yang harus diterima oleh perusahaan. 

Ketentuan ini akan memberikan kejelasan dan kepastian bagi masyarakat 

mengenai hak mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Regulasi yang jelas 

juga akan mendorong perusahaan untuk mematuhi dan berkomitmen dalam 

menyerap tenaga kerja lokal. 

5.  Penyediaan platform pengaduan yang efektif harus diperkuat. Masyarakat 

perlu memiliki akses yang mudah untuk menyampaikan keluhan atau 

masukan terkait kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Pemerintah daerah 

harus memastikan bahwa setiap laporan ditindaklanjuti dan umpan balik 

diberikan, sehingga masyarakat merasa didengar dan berpartisipasi dalam 

proses evaluasi kebijakan. Dengan melaksanakan saran-saran ini, diharapkan 

kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja di Kabupaten Bekasi dapat 

memberikan dampak yang lebih signifikan bagi masyarakat lokal, serta 

mengurangi tingkat pengangguran dengan lebih efektif. 
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